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Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan
Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu
Kementerian yang mengelola Barang Milik Negarajugatidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang
Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak
berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan
dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan
pengel olaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan
Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang
mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle
dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi
implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICYS).
Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan
data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan
PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di
internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana
dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan
Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

...... Indonesia as alarge country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesiais
still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is
also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by
unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies
in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the
State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State
Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the
implementation theory model proposed by Grindle combined -with the hybrid theory proposed by Ripley.
To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection
techniquesin the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (1) the implementation
(~{ Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely
pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the
management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the
obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the
Ministry of State Secretariat.
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